
SALINAITI
L

KOMISI PEMILIHAN UMUM

IGBUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 1 4slPP.o a.2-Kpt / 3218 / Kab I xr | 2o2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

AN GGOTA KELO M PO K PEI\TYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA BOJONG KECAMATAN LANGKAPLANCAR

KAE}UPATEN PANGANDARAN DALAM PEI{"YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

20f5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pernilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peratrrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dianglat dan

diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nalna
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nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hunrf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Bojong Kecamatan Langlcaplancar Kabupaten

Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol2 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2AL4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Pembahan Ketiga atas UndanyUndang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan (Jmum,

Mengingat

Komisi
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten f Kota, Pembentukan

d.an Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam PenyelenggaraErn Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang

Perrrbahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerl'a Komisi

Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatal, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelengg€rraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2077 Nomor 1a98);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darrf atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2A2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Penrbahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wati Kota

Tahun
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Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darrf atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9

ICOVID-L9I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 {COWD 19} (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66 /PP .A6 .a /Kpt I 03 I WU I ll I 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

47 6 | PP.Oa.2-Kpt / O 1 / KPU /X / 2O2O tentang Pembahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06 .a /Kpt/03 IKPU lll/ 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran
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Pangandaran Nomor : 2361PL.01.S-KpI/KPU-

Kab/X/2Ot9 tentang Pedoman Telsris Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor 35. 1 /PP.Ol.2-Kpt I 32L8 /Kab /Vl / 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 2361PL.01.5-

Kpt/KPU -Kab /X/2OL9 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandarar^ Nomor 36 /PL.O2-Kpt/32L8 /Kab lW/2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrr.rtmen Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Bojong Kecamatan

Langkaplancar Kabupaten PangandarErn dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;
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MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA KELO MPOK PENYELENG GARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG KECAMATAN

LANGKAPI./,NCAR KABUPATEN PANGANDARAN DAI,AM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong

Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Menetapkan

KESATU

Pangandaran
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
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Pangandaran Tahun 2A2O sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Tempat Pemungutan

Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sega1a biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana

Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

selama I (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November

2O2O sampai dengan 23 Desember 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2O2a

KOMISI PEMILIHAN UMUM

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITTA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BOJONG,

ttd.

SUPARDI

Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 1 45/PP.o a.2-Kpt I s2t9 | Kab I xt / 2o2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI DESA BOJONG KECAMATAN

LANGKAPLANCAR KABUPATEN

PANGANDARAN DALAM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

AN GGOTA KELO M PO K PEI\TYELE NG GARA PEMU NGUTAN SUARA

DI DESA BOJONG KECAMATAN LANGKAPLANCAR

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1
DEDI JEKI PERMANA L

DUSUN BENTAR RT 07 RW 02

DESA BOJONG

2
ERLIN INDAWATI P

DUSUN BENTAR RT 06 RW 02

DESA BOJONG

3
NOVITA DEWI LESTARI P

DUSUN BENTAR RT 07 RW 02

DESA BOJONG

4
RESTI RAHAYU P

DUSUN BENTAR RT 05 RW 02

DESA BOJONG

5
RINA NURMAI.,A P

DUSUN BENTAR RT 01 RW 02

DESA BOJONG

6
PIPIT PITRIA P

DUSUN BENTAR RT 01 RW 02

DESA BOJONG

I
UGAN SUHERMAN L

DUSUN BENTAR RT 04 RW 02

DESA BOJONG

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



-2-

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 DEDE SRI AMANAH P
DUSUN BOJONG RT 02 RW 01

DESA BOJONG

2
DIKY YANUAR ZAMIATUL

HUZARD
L

DUSUN BOJONG RT 02 RW 01

DESA BOJONG

3 INDRA GUNAWAN FASHA L
DUSUN BOJONG RT 01 RW 01

DESA BOJONG

4 IRMAYANTI P
DUSUN BOJONG RT 02 RW 01

DESA BOJONG

5 TEDI MAULANA L
DUSUN BOJONG RT 02 RW 01

DESA BOJONG

6 TRIA WIDI PANGESTIKA P
DUSUN BOJONG RT 03 RW 01

DESA BOJONG

7 WIJAY AGITIAS NUGRAHA L
DUSUN BOJONG RT 03 RW 01

DESA BOJONG

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 ALIP PADILAH L
DUSUN PASIRTENJO

RT 01 RW 03 DESA BOJONG

2 FIRMAN SATRIA L
DUSUN BOJONG RT 02 RW 01

DESA BOJONG

3 RIKA RAHMAH PEBRI.ANTI P
DUSUN BOJONG RT 01 RW 01

DESA BOJONG

4 SITI NURHASANAH L
DUSUN BOJONG RT 02 RW 01

DESA BOJONG

5 SUSILAWATI P
DUSUN BOJONG RT 05 RW 01

DESA BOJONG

6. TITA JUI.A,EHA P
DUSUN PASIRTENJO

RT 04 RW 03 DESA BOJONG

7 YUDI PERMANA L
DUSUN BOJONG RT 02 RW 01

DESA BOJONG
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS a)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 ABU HALIPAH L
DUSUN PASIRTENJO

RT 04 RW 03 DESA BOJONG

2 ANGGI KUSTIANA L
DUSUN PASIRTENJO

RT 04 RW 03 DESA BOJONG

3 DEDE SITI NUROHMAH P
DUSUN PASIRTENJO

RT 08 RW 03 DESA BOJONG

4
HUSNI MAULANA

IBROHIM
L

DUSUN PASIRTENJO

RT 07 RW 03 DESA BOJONG

5 MELTAWATI P
DUSUN PASIRTENJO

RT 05 RW 03 DESA BOJONG

6 OKI ROVIANSYAH L
DUSUN PASIRTENJO

RT 04 RW 03 DESA BOJONG

7 YUYUN WAHYUNI P
DUSUN PASIRTENJO

RT 07 RW 03 DESA BOJONG

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BOJONG,

ttd.

SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sub

stofa.

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


